PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
NOMOR 6 TAHUN 2008

TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BANJAR,

Menimbang : a. bahwa zakat, infaq dan shadagah mtepuiensi yang kuat untuk
menanggulangi kemiskinan/kesenjangan sosial, mekumsa
persaudaraan dan meningkatkan kesejahteraan miestyara

b. bahwa penanggulangan masalah sosial sebagaimaina daam
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 14 ayatg(l)
termasuk urusan wajib yang menjadi kewenangan RetalerKota
Banjar;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a daaté#sdperlu
membentuk Peraturan Daerah Kota Banjar tentang eRdagn
Zakat, Infaq dan Shadagah.

Mengingat : 1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidand#e);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang HukumaPadana
(Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan &enb
Negara Nomor 3209;

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengeldfakat
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 164, Tambaharb&em
Negara Nomor 3885);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajakghasilan
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 127, Tambaharb&em
Negara Nomor 3985);

5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembamtkkta
Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara maR002
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4246);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembamtuk
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara [kepub
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaragarse
Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemkanta
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahw4 200mor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesmdid437)
sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang N®&mahun
2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Peénglyatang-
Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undadgng
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerahjadien
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indoneafauit 2005
Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Irslane
Nomor 4548);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentamgb&ggan
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerint@eerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kaabupaten/Koemiflaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Edmab
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Noma8 3ahun
2003 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38h1889.



Dengan Per setujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJAR
DAN
WALIKOTA BANJAR

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT , INFAQ DAN SHADAQAH.

BAB |
KETENTUAN UM UM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjar.

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan PerangkatraDaesebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Walikota adalah Walikota Banjar.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnyabdisDPRD adalah Lembaga
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar.

5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara UrusaeriR&ahan oleh Pemerintah
Daerah dan DPRD menurut azas otonomi Daerah damasT&gmbantuan dengan
prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem damsjriNegara Kesatuan Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud UUD RI Tahun 1945.

6. Zakat ialah harta yang wajib disisihkan oleh segnanuslim atau badan yang dimiliki
oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agam& diterikan kepada yang berhak
menerimanya.

7. Pengelolaan Zakat, infaq dan Shadagah adalah &agatencanaan, pengorganisasian,
pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulandistpbusian serta
pendayagunaan zakat, infagq dan shadagah.

8. Muzzaki ialah orang atau badan yang dimiliki olelrny Muslim yang berkewajiban
menunaikan zakat.

9. Mustahiq adalah orang atau badan yang berhak memerakat yang terdiri dari 8
Ashnaf yaitu :

a. Fakir ialah orang yang tidak memiliki harta darakdnempunyai penghasilan yang
layak untuk memenuhi kebutuhan makan, pakaian,npenan dan kebutuhan
primer lainnya;

b. Miskin ialah orang yang memiliki harta dan mempunp&nghasilan, tetapi
penghasilannya belum cukup untuk memenuhi kebutuhsmmum bagi dirinya
dan keluarganya yang menjadi tanggung jawabnya;

c. Amil Zakat ialah mereka yang melaksanakan kegiapngumpulan dan
pendayagunaan zakat termasuk administrasi pengeloja;

d. Muallaf adalah golongan yang perlu dilunakkan hatikepada islam atau untuk
lebih memantapkan keyakinan kepada islam;

e. Rigab ialah pembebasan budak dan usaha menghilanglemala bentuk
perbudakan;

f. Gharimin ialah orang yang mempunyai hutan untuk dsdahatan dirinya maupun
masyarakat dalam melaksanakan ketaatan dan kebaikan

g. Sabilillah ialah usaha dan kegiatan perorangan btalan yang bertujuan untuk
menegakkan kepentingan agama atau kemaslahatan umat

h. lbnu Sabil ialah orang yang kehabisan bekal dalatakakan perjalanan melintas
dari satu daerah ke daerah lain demi kemaslahatab dan agama islam.

10.Infag adalah pengeluaran harta yang diperintahigggma untuk suatu kebaikan dan
kemaslahatan, baik perorangan maupun kemaslahatamuyang bersifat materi
diluar zakat .



11.Munfiqg adalah orang atau badan yang memberi infaq.

12. Shadagah adalah pengeluaran harta atau perbuatdiipamyang diperintahkan agama
untuk suatu kebaikan dan, kemaslahatan umum,diakat.

13. Mutashaddiq adalah orang yang memberi shadaqoh.

14.Badan Amil Zakat yang selanjutnya disebut BAZ,yaitganisasi Pengelola Zakat yang
dibentuk oleh Pemerintah Daerah dengan tugas méngdkan, mendistribusikan dan
mendayagunakan zakat sesuai ketentuan agama.

15.Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disebut LAZiwarganisasi Pengelola Zakat,
Infaq dan Shadaqah yang dibentuk oleh masyarakadidakuhkan oleh pemerintah.

16.Rikaz adalah segala harta yang diperoleh secaadtilib diluar usaha dan perkiraan,
kecuali perolehannya melalui cara yang haram mesyari'ah.

17.Unit Pengumpulan Zakat yang selanjutnya disebut Y&Hi satuan organisasi yang
dibentuk oleh badan Amil Zakat di semua tingkatangan tugas mengumpulkan zakat
dari Muzakki di masyarakat umum, instansi, peruaalgan lembaga lainnya.

18.Badan Pelaksana BAZ yang selanjutnya disebut baddaksana adalah Lembaga
Pelaksana Pengelolaan Zakat.

19.Dewan Pertimbangan BAZ yang selanjutnya disebut d»ewwertimbangan adalah
lembaga yang memberikan pertimbangan kepada Baglakdana BAZ.

20.Komisi Pengawas BAZ adalah lembaga yang melaksang@angawasan terhadap
pelaksanaan tugas administrasi dan teknis pengampulpendistribusian,
pendayagunaan zakat serta penelitian dan pengearbaeggelolaan zakat.

21.Penyidik yang dimaksud adalah Penyidik Pegawai Neg@il, yang mana didalam
melakukan pekerjaannya melakukan penyidikan seasmmtmengacu kepada aturan
yang ada, yakni Pasal 6 dan penjelasannya Kitabatiptdndang Hukum Acara
Pidana.

22.Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidikndahal dan menurut cara yang
diatur dalam Peraturan Daerah ini untuk mencariaserengumpulkan bukti yang
dengan bukti itu membuat terang tentang tindak n@dgang terjadi dan guna
menemukan tersangkanya.

23.Nishab adalah jumlah kekayaan minimal sebagai luegibkannya beban zakat.

24.Haul adalah rentang waktu satu tahun pemilikan kkizatas sejumlah kekayaan
tertentu.

BAB 11
OBYEK DAN SUBYEK

Pasal 2
(1) Obyek dalam Peraturan Daerah ini adalah zakat idéa shadagah.
(2) Subyek dalam Peraturan Daerah ini adalah orang ldkn / atau Badan Hukum milik
orang Islam.

BAB 111
AZAS DAN TUJUAN

Pasal 3
(1) Azas Pelaksanaan Zakat, Infag dan Shadaqgah iakhdan tagwa.
(2) Azas Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqgah ialah :

a. Kepastian hukum, rincian ketentuan kewajiban umignunaikan zakat yang jelas
melalui kodifikasi dan unifikasi hukum zakat;

b. Kesadaran umum, dalam arti pengelolaan zakat, idéag shadagah mendorong
menumbuhsuburkan kesadaran bagi muzakki, munfig matashhadiq untuk
beramal saleh di bidang amaliah;

c. Manfaat, yaitu zakat, infaq dan shadaqgah dikelelagdn target mencapai maslahat
yang optimal,



d. Kebersamaan dalam arti seluruh pihak yang terlaiggdn pengelolaan zakat, infaq
dan shadagah secara fungsional terjalin hubunganwdiatif, informatif dan
konsultatif; dan

e. Produktif rasional, dalam arti zakat, infaq dandsltgmh tidak sekedar disalurkan
untuk dikonsumsi melainkan juga untuk modal usa&peasjang yang rasional.

(3) Tujuan Pengelolaan Zakat, Infag dan Shadagah adalah

a. Meningkatnya fungsi dan peranan pranata Islam dalgraya mewujudkan
kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan;

b. Meningkatnya mutu pelayanan kepada masyarakat dadanunaikan zakat, infaq
dan shadagah; dan

c. Meningkatnya daya guna zakat, infag dan shadagabh.

BAB IV
WILAYAH PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH

Pasal 4
Pengelolaan zakat, infag dan shadagah beradaaliakilKota Banjar yang merupakan satu
kesatuan wilayah Hukum, dengan pengertian Zakgk ldan Shadagah yang dikumpulkan
dari muzakki, munfig dan mutashaddiq didayagunakamtama untuk kepentingan
mustahiq di wilayah Kota Banjar.

BABV
MUZAKKI, MUNFIQ, MUTASHADIQ DAN MUSTAHIQ

Bagian Pertama
Muzzaki, Munfig dan Mutashadiq

Pasal 5

Muzakki, Munfiq dan Mutashadiq terdiri dari :

1. Walikota, Wakil Walikota, para Anggota DPRD, Parapéla SKPD, TNI, Porli,
BUMD BUMN, Karyawan Perusahaan dan seluruh jajd*agawai Negeri Sipil yang
beragama Islam dan nishab.

2. Badan Hukum yang berkedudukan di Kota Banjar, cfdamah haji Kota Banjar dan
penduduk beragama Islam yang mampu/nishab.

3. Penduduk luar Kota Banjar, beragama Islam dan nieémitkayaan yang berada di
wilayah hukum Kota Banjar.

4. Wali dari anak-anak atau orang gila, penduduk &takan penduduk Kota Banjar,
pemilik harta kekayaan yang berada di wilayah K®&mjar, beragama Islam, wajib
mengeluarkan zakat atas nama pemilik.

Bagian Kedua
Mustahiq

Pasal 6
(1) Mustahiq 8(delapan) ashaf terdiri dari :
fakir ;
miskin ;
amilin ;
mu’alaf ;
rigab ;
gharim ;
sabililah ; dan
ibnu sabil.
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BAB VI
HARTA YANG WAJIB DIZAKATI

Pasal 7
(1) Harta yang wajib dizakati ialah :
Emas, perak dan uang;
Perdagangan dan Perusahaan;
Peternakan;
Hasil pertanian, perkebunan dan perikanan;
Hasil pertambangan;
Hasil pendapatan dan jasa;
g. Rikaz.
(2) Harta diluar ketentuan dalam ayat (1) yang olehaBadertimbangan di kualifikasikan
sebagai harta yang wajib dizakati sesuai hukurh fygng berlaku.
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Pasal 8

(1) Harta yang dikenai zakat harus memenuhi syaragsyamilik penuh, bertambah,
mencapai nishab, lebih dari kebutuhan rutin, betes hutang dan telah mencapai
masa 1 tahun/Haul.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai nishab, kadar @nmtzse), dan waktu pembayaran
(haul) dijelaskan dan diperinci lebih lanjut dalampiran yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.

(3) Pembayaran zakat kekayaan sebagaimana dimaksu@2ayddpat dicicil pada setiap
kali memperoleh keuntungan/pendapatan.

BAB VIII
PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH

Pasal 9
(1) Pengelola zakat, infaq dan shadagah adalah BAZ d2n
(2) BAZ dimaksud ayat ayat (1) pasal ini adalah :
a. BAZ tingkat Kota Banjar ; dan
b. BAZ tingkat Kecamatan di seluruh wilayah Kota Banja

BAB VIII
PENGUMPULAN ZAKAT

Pasal 10

(1) BAZ melalui UPZ mengumpulkan dana zakat, infaq ddwadaqah dari Muzakki,
Munfig dan Mutashadiq baik perorangan maupun bgdag berada di wilayah hukum
Kota Banjar yang perhitungannya didasarkan atasnketn-ketentuan hukum figih
yang berlaku.

(2) Muzakki, Munfig dan Mutashadig melakukan perhitumgaendiri hartanya dan
kewajiban zakatnya dengan perhitungan sebagaimreesebut dalam ayat (1).

(3) Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri hartanga Hewajibannya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), muzakki, munfiq dan mut@dishdapat meminta bantuan
kepada petugas BAZ untuk menghitungnya.

(4) BAZ Kota mengumpulkan zakat, infaq dan shadaqaf wohuzakki, munfig dan
mutashadig pada Instansi/Lembaga Pemerintah/BUMNIBUWan Perusahaan Swasta
serta calon jamaah haji Kota.

(5) BAZ Kecamatan mengumpulkan zakat,infaq dan shaddgahmuzakki, munfig dan
mutashadiq di luar ketentuan ayat.

Pasal 11
(1) BAZ wajib menerbitkan bukti setoran sebagai taretaria atas tiap zakat, infaq dan
shadagah yang diterima.



(2) Bukti setoran tersebut harus mencantumkan haldiegai berikut :

a. Nama, alamat dan nomor lengkap pengesahan BAZ,

b. Nomor Urut bukti setoran;

c. Nama, alamat muzakki, munfig dan mutashadiq, Nomokok Wajib Pajak
(NPWP) apabila zakat penghasilan yang dibayarkkaraingkan dari penghasilan
kena pajak penghasilan;

d. Jumlah zakat atas penghasilan yang disetor, taiand rangka dan huruf serta
dicantumkan tahun haul; dan

e. Tanda tangan, nama, jabatan petugas BAZ, tanggalipgaan dan stempel BAZ.

(3) Bukti setoran zakat, infag dan shadagah yang saeliet dibuat dalam rangkap 3,
dengan rinci :

a. lembar 1 (asli), diberikan kepada muzakki, munfandnutashadiq yang dapat
digunakan sebagai bukti pengurangan penghasilaamRajak Penghasilan ;

b. lembar 2 (2) diberikan kepada BAZ sebagai arsign; d

c. lembar 3 (3) digunakan sebagai arsip bank Peneapebila zakat disetor melalui
Bank.

Pasal 12

(1) BAZ dapat bekerjasama dengan bank di wilayahnya ingamasing dalam
mengumpulkan dana zakat, infag dan shadagah da@& mauzakki, munfiq dan
mutashadig yang disimpan di bank atas persetujagib zakat.

(2) Untuk terlaksananya kerjasama tersebut perlu ditkestepakatan bersama yang
disosialisasikan kepada masyarakat luas oleh petuayak.

(3) BAZ dapat menerima harta selain zakat, sepertgindhadagah, hibah, wasiat, waris
dan kafarat.

(4) Muzakki, munfig dan mutashadiq dapat membayar ngiatelalui nomor rekening
BAZ Kota.

BAB IX
PENYALURAN DAN PENDAYAGUNAAN ZAKAT, INFAQ, SHADAQAH

Pasal 13
(1) Penyaluran zakat, infag dan shadagah yang sudamipul itu dilakukan atas dasar
prinsip :
a. Data mustahiq delapan ashnaf yang akurat;
b. Mendahulukan mustahiq yang paling membutuhkan umbgknenuhi kebutuhan
pokoknya di wilayahnya masing-masing; dan
c. Bila ada kelebihan setelah pemenuhan kebutuhankpeksebut pada huruf b ayat
ini maka kelebihan itu dapat disalurkan ke sektodpktif.
(2) Infag, shadagah dan lain-lain yang bukan zakatdiakan untuk disalurkan ke sektor
produktif.
(3) Pendayagunaan zakat, infagq, shadagah dan laingg disalurkan kepada usaha
produktif, dilakukan berdasarkan persyaratan setmegekut :
a. Terdapat usaha yang jelas berpeluang menguntundéan,
b. Mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Pertimbang

Pasal 14
Prosedur pendayagunaan sebagaimana dimaksud peadalBayat (1) huruf c, ditetapkan
sebagai berikut :
Melakukan studi kelayakan;
Menetapkan jenis usaha produktif;
Melakukan bimbingan dan penyuluhan;
Melakukan pemantauan, pengendalian dna pengawasan;
Melakukan evaluasi; dan
Menyusun laporan.
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BAB X
PEMBENTUKAN BAZ

Bagian Pertama
M ekanisme Pengangkatan dan Struktur Pengurus

Pasal 15

(1) Kantor Departemen Agama membentuk Tim Seleksi Kgpersan BAZ Kota,
sementara Kantor Urusan Agama (KUA) membentuk Teteksi Kepengurusan BAZ
Kecamatan, yang keanggotaannya terdiri dari unsur :

a. Ulama;

b. Organisasi Masyarakat (Ormas) Islam;

c. Praktik Pengelola Zakat;

d. Unsur Pemerintahan Daerah,;

e. Kantor Departemen Agama / Kantor Urusan Agama; dan
f. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

(2) Tim Seleksi Kepengurusan BAZ Kota / Kecamatan,uml@h ganijil, yang mekanisme
kerjanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(3) Tugas dari Tim Seleksi Kepengurusan BAZ Kota / keatan adalah :

a. Menyusun kriteria calon pengurus BAZ.

b. Menyeleksi para calon pengurus BAZ.

c. Mempublikasikan susunan para calon hasil selekgikumendapat masukan dari
masyarakat.

(4) Hasil kerja Tim Seleksi Kepengurusan BAZ Kota dlkan oleh Kantor Departemen
Agama kepada Walikota, untuk ditetapkan sebagaigites BAZ Kota, setelah
mendapat persetujuan Pimpinan DPRD.

(5) Hasil kerja Tim Seleksi kepengurusan BAZ Kecamatmsulkan oleh Kantor Urusan
Agama (KUA) Kecamatan kepada Camat, untuk ditetapd@bagai Pengurus BAZ
Kecamatan, yang tembusannya dikirimkan kepada DPRD.

(6) Pejabat dari Kantor Departemen Agama Kota yang naanbi zakat dan Pejabat
Pemerintah Daerah karena jabatannya sesuai timgkata diangkat dalam
kepengurusan Badan Amil Zakat.

(7) Masa jabatan Kepengurusan BAZ Kota/Kecamatan selar(taya) tahun, dan dapat
diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

(8) Struktur Organisasi kepengurusan BAZ Kota dan Ketam haris mengacu kepada
lampiran yang tidak terpisah dari Peraturan Dagmiah

Bagian Kedua
Penghasilan Pengurus BAZ Kota/ Kecamatan

Pasal 16
(1) Pengurus BAZ Kota / Kecamatan mendapatkan penghasiang bersumber dari
perolehan Hak Amil.
(2) Besaran penghasilan Pengurus BAZ Kota / kecamatzagaimana dimaksud pada ayat
(1), diatur lebih lanjut oleh Badan Pelaksana abtehendapat persetujuan dari Dewan
Pertimbangan.

Bagian Ketiga
TugasBAZ

Pasal 17
BAZ Kota / Kecamatan mempunyai tugas :
a. Menyusun proogram kerja;
b. Mengumpulkan segala macam zakat, infag dan shapgagah
c. Mendayagunakan zakat, infaq dan shadagah seswgam&atentuan hukumnya;



d. Melaksanakan penyuluhan kepada masyarakat dalaryaypeningkatan kesadaran
menunaikan ibadah zakat, infaq dan shadaqah;

e. Melaksanakan pembinaan pemanfaatan zakat, infagltstaqah agar lebih produktif
dan terarah;

f. Melaksanakan koordinasi, bimbingan dan pengawasgmtan pengumpulan zakat,
infag dan shadagah yang dilaksanakan oleh pelaksmagumpulan BAZ;

g. Menyelenggarakan kerjasama dengan Badan Amil Zd&at Lembaga Amil Zakat
yang lain; dan

h. Melaksanakan pengurusan ketatausahaan, perlengkagamahtanggaan dan sumber
daya manusia.

Bagian Keempat
Tugas Unsur Organisas BAZ

Paragraf Pertama
Dewan Pertimbangan

Pasal 18

(1) Dewan Pertimbangan mempunyai tugas :

a.

b.

Menetapkan garis-garis kebijakan umum Badan AmiaZéBAZ) bersama Komisi
Pengawas Badan Pelaksana;

Mengeluarkan fatwa syari’ah sepanjang belum didalam Peraturan Daerah ini
baik diminta maupun tidak berkaitan dengan hukukatzgang wajib diikuti oleh
Pengurus Badan Amil Zakat;

Mengeluarkan fatwa syari’ah atas permohonan muzb&Ktaitan dengan hukum
zakat sesuai dengan pendapat mazhab figih yangtdéeh Pemohon,;

Memberikan saran, pertimbangan dan rekomendasideeBadan Pelaksana dan
Komisi Pengawas;

Menampung, mengolah dan menyampaikan pendapat tent#ng pengelolaan
zakat; dan

Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara tramspara dipublikasikan kepada
masyarakat melalui Media Cetak / Elektronik sedjaolan secara tertulis kepada
Walikota dan DPRD setelah melalui Pemeriksaan Blattan Pengawasan Daerah
Kota dan / atau Unsur pemeriksa lainnya.

(2) Rincian tugas masing-masing unsur Dewan Pertimlmagggtur lebih lanjut dengan
Keputusan Ketua Dewan Pertimbangan.

Paragraf Kedua
Badan Pelaksana

Pasal 19

(1) Badan Pelaksana mempunyai tugas :

a.

b.
C.

Menyusun program kerja yang meliputi rencana pemguam, penyaluran dan
pendayagunaan zakat;

Menganggarkan/menyiapkan biaya operasional tahunan;

Melaksanakan program kerja dengan sebaik-baiknyabersih-bersihnya,
transparan, efektif, efisien dan akuntabel;

Menyampaikan laporan pertanggungjawaban tahunanadeepWalikota dan
Pimpinan DPRD;

Melakukan kerajasama dengan BAZ Tingkat Provirei dasional, LAZ, lembaga
lain-lain;

Mengadakan rapat koordinasi BAZ sesuai kebutuhan;

Mengumpulkan / mengolah data untuk digunakan sebdgdnan Kkajian,
perencanaan, bimbingan dan penyuluhan di lapangan;

Membangun komunikasi eksternal dengan baik demiuklgén seluas-luasnya
dalam melaksanakan tugas;



I. Menyelenggarakan bimbingan dibidang pengumpulanndipgibusian dan
pendayagunaan zakat;

j.  Menyelenggarakan tugas penelitian dan pengkajians tanenerus terhadap
dinamuka sosial, ekonomi dan kultural guna menetagriah kebijakan, program
dan erilaku operasional yang aktual;

k. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara tramsplara dipublikasikan kepada
masyarakat melalui Media Cetak / Elektronik sedjaolan secara tertulis kepada
Walikota dan DPRD setelah melalui Pemeriksaan Blattan Pengawasan Daerah
Kota dan / atau Unsur Pemeriksa lainnya.

(2) Rincian tugas masing-masing unsur Badan Pelaksdiayr lebih lanjut dengan

Keputusan Ketua Badan Pelaksana.

Paragraf Ketiga
Komis Pengawas

Pasal 20
(1) Komisi Pengawas mempunyai tugas :

a. Menyusun rencana kerja pelaksanaan pengawasaunderpangelolaan BAZ Kota
/ Kecamatan;

b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaaratigasstratif, pengumpulan,
penyaluran, pendayagunaan, penelitian dan penggabgengelolaan zakat;

c. Mengadakan pengawasan terhadap kebijakan dan peks program kerja Badan
Pelaksana BAZ;

d. Melakukan pemeriksaan atau auditing dana yang a&ehinimal 2 (dua) kali
dalam setahun sesuai dengan kebutuhan;

e. Menunjuk akuntan publik untuk mengaudit aliran kegen BAZ;

f. Melakukan pemeriksaan kinerja dari segi syari’ah perundang-undangan;

g. Melaporkan hasil pelksanaan tugas secara transmiandipublikasikan kepada
masyarakat melalui Media Cetak / Elektronik sedpolan secara tertulis kepada
Walikota kepada DPRD setelah melalui Pemeriksaah d@dadan Pengawasan
Daerah Kota dan / atau Unsur Pemeriksa lainnya.

(2) Rincian tugas masing-masing unsur Komisi Pengawlagur lebih lanjut dengan

Keputusan Ketua Komisi Pengawas.

BAB XI
PEMBENTUKAN UPZ

Pasal 21
(1) Badan Amil Zakat Kota Banjar membentuk UPZ paddaims/Lembaga Pemerintah
daerah, BUMN, BMUD, Peerusahaan Swasta dan lamn-taenurut pembagian
kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1(4ayat
(2) Badan Amil Zakat Kecamatan dapat membentuk UPZ pmetlkagang pasar, toko,
perusahaan swasta, pedagang, petani, peternalqinidain sesuai Pasal 10 ayat (5).
(3) Khusus di Desa / Kelurahan UPZ harus berasal dasurulain, tokoh masyarakat,
RT/RW, Ormas, kelompok Profesi, DKM, Majelis Ta'limang dikoordinasikan oleh
Badan Pelaksana BAZ Kecamatan.
(4) UPZ dibentuk dengan keputusan Ketua Badan Pelals&muai tingkatannya.
(5) Prosedur pembentukan UPZ dilakukan melalui landaagkah sebagai berikut :
a. BAZ sesuai tingkatannya mengadakan pendataan dyarsst, Instansi dan
lembaga sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dan (2);
b. BAZ sesuai tingkatannya mengadakan kesepakataradeguigipinan instansi dan
lembaga sebagaimana tersebut diatas untuk membeRk
c. Ketua Badan Pelaksana sesuai tingkatannya menetapkabentukan UPZ.



BAB XII
KANTOR SEKRETARIAT DAN ANGGARAN

Pasal 22
(1) Sekretariat BAZ Kota Banjar bertempat di ibukotado
(2) Sekretariat BAZ Kecamatan bertempat di Kecamatag y@rsangkutan.

BAB XIlI1
PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLAAN

Pasal 23
(1) Pertanggungjawaban pengelolaan Zakat, Infaq dardagha dilaksanakan secara
transparan dan dipublikasikan kepada masyarakat.
(2) Laporan Tahunan disampaikan secara tertulis keddbkota dan DPRD setelah
melalui pemeriksaan oleh Badan Pengawasan Daer@hd&n / atau unsur pemeriksa
lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setekdir gahun.

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

(1) Setiap pengelola zakat, infaq dan shadagah yarepkatelalaiannya tidak mencatat
atau mencatat dengan tidak benar harta zakat,, isfeqglagah,hibah, wasiat, waris, dan
kafarat diancam dengan hukuman kurungan selamanigria (tiga) bulan dan / atau
denda sebanyak-banyaknya Rp. 30.000.000,-(tigahguta rupiah).

(2) Tindak pidana yang dimaksud ayat (1) merupakampel@ran.

(3) Barang siapa melakukan tindak pidana kejahatan n@enumenyalahgunakan atau
menggelapkan uang zakat, infak, shadagah, hibatiatvavaris, dan kafarat dikenakan
sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undaaggrbgriaku.

BAB XV
KETENTUAN PENYIDIK DAN PENYIDIKAN

Pasal 25
(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungamé&rintahan Daerah Kota Banjar
berkoordinasi dengan penyidikan atas pelanggartanken dalam peraturan Daerah
ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomoaldun 1981 tentang Hukum

Acara Pidana.

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayatiélah :

a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti ketgna atau laporan berkenaan
dengan terjadinya tindak pidana ;

b. melakukan tindakan pertama ditempat kejadian ddakukan pemeriksaan ;

c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memetdsda pengenal diri
tersangka ;

d. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahanpenkbukuan, pencatatan
dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitadmadap barang bukti
tersebut ;

e. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanams penyidikan tindak
pidana ;

f.  menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang ggatikan ruangan atau tempat
pada saat pemeriksaan sedang berlangsung, memeatégtas orang dan atau
dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud padaéduruf

g. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindakpig

h. memanggil orang untuk didengar keterangannya dperidsa sebagai tersangka
atau saksi ;



I. menghentikan penyidikan setelah mendapat peturguk pnyidik umum bahwa
tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersdiukan merupakan tindak pidana
dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitanukel tersebut kepada
penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan

j. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancapamyidik tindak pidana
menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), memberitanuke@pada penuntut umum
tentang dimulainya penyidikan dan menyampaikanl lpesiyidikan melalui Penyidik
POLRI sebagaimana diatur dalam Undang-Undang N@&ahun 1981 tentang Kitab
Hukum Acara Pidana.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26
(1) BAZ Kota Banjar / Kecamatan yang ada tetap menkaariugas dan fungsinya sampai
terbentuknya BAZ, berdasarkan Peraturan Daerah ini.
(2) Selambat-lambatnya pada tenggang waktu 1 (satwntabrhitung dari tanggal
diundangkannya Peraturan Daerah ini, sudah terbd&AZ Tingkat Kota / Kecamatan
sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27
Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam PeratuBaerah ini sepanjang mengenai
teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian dengatuPan Walikota.

Pasal 28
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggalddingkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan ymetagngan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah KojarBan

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 21 April 2008
WALIKOTA BANJAR

H. HERMAN SUTRISNO

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 22 April 2008
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR

Drs. H. OOH SUHERLI, M.Si.
LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR
TAHUN 2008 NOMOR 6 SERI E



D

: mangga, jeruk,
pisang, duku, duren
rambutan, kelapa,
kopi, cengkeh, lada,
nilam, kelapa sawit

padi

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KOTA
BANJAR
NOMOR : 6 TAHUN 2008
TANGGAL : 21 APRIL 2008
JENISHARTA DAN PERHITUNGAN ZAKAT
N KETENTUAN WAJIB PAJAK
o JENISHARTA Nisab K adar Wakiu KETERANGAN
1 2 3 4 5 6
| | TUMBUH-TUMBUHAN
1. Padi 1481 kg gabah/ 5% /10 % Tiap panen| Timbangan beras
815 kg beras sedemikian itu adalah
bila setiap seratus
kilogram gabah
menghasilkan 55 kg
beras. Kalau gabah itu
ditakar ukuran
takarannya adalah 98,]
cm panjang, lebar dan
tingginya.

2. Biji-bijian seperti Seukuran nisab 5% /10 % Tiap panen| Menurut mazhab
jagung, kacang- padi Hambali yang wajib
kacangan, dsb. dizakati hanya biji-

bijian yang tahan
disimpan lama.
Menurut mazhab Safi’i
yang wajib dizakati
hanya biji-bijian yang
tahan disimpan lama
dan menjadi makanan
pokok.

3. Tanaman hias : Seukuran nisab 5% /10 % Tiap panen| Menurut mazhab
anggrek dan segala padi Hanafi wajib dizakati
jenis bunga-bungaan dengan tanpa batasan

nisab. Menurut mazhal
Maliki, Syafi'i dan
Hambali wajib dizakati
apabila dimaksudkan
untuk bisnis (masuk
kategori zakat
perdagangan dengan
kadar zakat 2,5 %).

4. rumput-rumputan : | Seukuran nisalh 5% /10 % Tiap panen| Sda.
rumput hias, tebu, padi
bambu, dsb.

5. buah-buahan seperti Seukuran nisabh 5 % /10 % Tiap panen| Sda. Menurut mazhg

Maliki, Syafi'i dan
Hambali selain kurma
dan anggur kering
(kismis)wajib dizakati
apabila dimaksudkan
untuk bisnis (masuk
kategori zakat
perdagangan dengan
kadar zakat 2,5 %).

b




6. Sayur-sayuran
seperti : bawang,
wortel, cabe,
mentimun, terong,
kubis, kol.

Seukuran nisal
padi

5%/10%

Tiap panen

Menurut mazhab
Maliki, Syafi'l dan
Hambali, tidak wajib
dizakati kecuali
dimaksudkan untuk
bisnis (masuk kategori
zakat perdagangan).

7. Segala jenis tumbuh- Seukuran nisah 5% /10 % Tiap panen| Sda.
tumbuhan yang padi
lainnya yang bernila
ekonomis

Il | EMASDAN PERAK
1. Emas murni Senilai 91,92 2,5 % Tiap tahun | Menurut mazhab
gram emas Hanafi, nisabnya senilai
murni 107,76 gram. Menurut
Yusuf Al-Qardlawi
nisabnya senilai 85
gram.

2. Perhiasan perabotan Senilai 91,92 25% Tiap tahun | Sda. Perhiasan yang
/ perlengkapan gram emas dipakai dalam ukuran
rumah tangga dari murni yang wajar dan halal,
emas menurut mazhab

Maliki, Syafi'l dan
Hambali tidak wajib
dizakati.

3. Perak Senilai 642 2,5% Tiap tahun Menurut mazhab

gram perak Hanafi nisabnya senila
700 gram.

4. Perhiasan perabotan Senilai 642 Sda. Perhiasan yang
| perlengkapan gram perak dipakai dalam ukuran
rumah tangga dari wajar dan halal,
perak menurut mazhab

Maliki, Syafi'i dan
Hambali tidak wajib
dizakati.

5. Logam mulia, selain| Senilai 91,92 2,5% Tiap tahun Menurut mazhab
perak seperti platina, gram emas Hanafi, Maliki, Syafi'i
dsb. murni dan Hambali tidak

wajib dizakati kecuali
diperdagangkan
(dikategorikan zakat
perdagangan).

6. Batu permata, Senilai 91,92 2,5% Tiap tahun Sda.
seperti intan, berlian, gram emas
dsb. murni

PERUSAHAAN, PERD

AGANGAN, PENDAPATAN DAN JASA

1. Industri seperti Senilai 91,92 2,5% Tiap tahun Menurut mazhab
semen, pupuk, gram emas Hanafi nisabnya senila
tekstil, dsb. murni 107,76 gram. Menurut

Yusuf Al-Qardlawi
nisabnya senilai 85
gram.

2. Usaha perhotelan, Senilai 91,92 2,5% Tiap tahun | Sda.
hiburan, restoran, gram emas
dsb. murni

3. Perdagangan, Senilai 91,92 2,5% Tiap tahun | Sda.
eksport / import, gram emas
kontraktor, real murni

estate, percetakan /
penerbitan, swalaya

/ supermarket, dsb.




4. Jasa, konsultan, Senilai 91,92 2,5% Tiap tahun Sda.
notaris, komissioner, gram emas
travel biro, salon, murni
transportasi,
pergudangan,
perbengkelan,
akuntansi, dokter,
dsb.
5. Pendapatan, gaiji, Senilai 91,92 2,5% Tiap tahun | Sda.
honorarium, jasa gram emas
produksi, lembur, murni
dsb.
6. Usaha perkebunan,| Senilai 91,92 2,5% Tiap tahun | Sda.
perikanan, dan gram emas
peternakan. murni
7. Uang simpanan, Senilai 91,92 2,5% Tiap tahun | Sda.
deposito, giro, dsb. gram emas
murni
IV | BINATANG TERNAK
1. Kambing, domba 40 — 120 ekor| 1 ekor domba Tiap tahun | Setiap bertambah 100
dan kacangan umur 1 tahun ekor, zakatnya tambah
/ kacangan 1 ekor domba umur 1
umur 2 tahun tahun / kacangan umur
121 - 200 ekor; 1 ekor domba Tiap tahun | 2 tahun.
umur 1 tahun
/ kacangan
umur 2 tahun
2. Sapi, kerbau 30 ekor 1 ekor umyr Tiap tahun | - Setiap bertambah 30
1 tahun ekor, zakatnya
tambah 1 ekor umur
1 tahun.

- Setiap bertambah 40
ekor, zakatnya
tambah 1 ekor umur,
2 tahun.

3. Kuda 40 ekor sama| 1 ekor umur| Tiaptahun | - Setiap bertambah 30
dengan sapi /| 2 tahun samg ekor, zakatnya
kerbau dengan sapi tambah 1 ekor umur
kerbau 1 tahun.

- Setiap bertambah 40
ekor, zakatnya
tambah 1 ekor umur,
2 tahun.

IV | TAMBANG DAN HARTA TERPENDAM
1. Tambang emas Senilai 91,92 2,5% Ketika - Menurut mazhab
gram emas memperoleh Maliki, Hanafi
murni nisabnya senilai
107,76 gram.

Menurut Yusuf Al-
Qardlawi nisabnya
senilai 85 gram.
Menurut mazhab
Hambali nisabnya
senilai 2,5 % ,
menurut mazhab
Hanafi nisabnya
senilai 20%.
Menurut mazhab
Hambali, kadar
zakatnya 2,5 %.




2. Tambang perak

Senilai 624
gram perak

2,5%

Ketika
memperoleh

- Menurut mazhab
Maliki dan Syafi'i
wajib dizakati
apabila
diperdagangkan
(dikategorikan zakat
perdagangan)

- Menurut mazhab
Hanafi kadar
zakatnya 20 %

3. Tambang selain
emas dan perak,
seperti platina, besi,

timah, tembaga, dsh.

Senilai nisab
emas

2,5%

Ketika
memperoleh

- Menurut mazhab
Maliki dan Syafi'i
wajib dizakati
apabila
diperdagangkan
(dikategorikan zakat
perdagangan)

- Menurut mazhab
Hanafi kadar
zakatnya 20 %

4. Tambang batu-
batuan seperti batu
marmer, dsb.

Senilai nisab
emas

2,5%

Ketika
memperoleh

Menurut mazhab
Hanafi, Maliki dan
Syalfi'i wajib dizakati
apabila diperdagangkan
(dikategorikan zakat
perdagangan)

5. Tambang minyak
gas

Senilai nisab
emas

2,5%

Ketika
memperoleh

Sda.

6. harta terpendam
(harta karun
tinggalan orang non
islam

Senilai nisab
emas

2,5%

Ketika
memperoleh

Menurur mazhab
Hanafi, Maliki dan
Syalfi'i harta terpendanm
selain emas dan perak
tidak wajib dizakati.

ZAKAT FITRAH

Punya
kelebihan
makanan untuk
keluarga pada
Hari Raya Idul
Fitri

2,5%

Akhir bulan
Ramadhan

- Menurut mazhab
Hanafi kadarnya 3,7
kg

- Menurut Mahmud
Yunus kadarnya 2,5

kg




STRUKTUR ORGANISASI BADAN AMIL ZAKAT KOTA

DEWAN BADAN KOMISI
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MUZAKKI MUSTAHIQ MUSTAHIQ MOTIVATOR
WALIKOTA BANJAR
H. HERMAN SUTRISNO
STRUKTUR ORGANISASI BADAN AMIL ZAKAT KECAMATAN
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